PEMERINTAH .KIDTI\MJ\D‘YQ. DAERAH TINGKAT il
' SURABAYA

S AL INAN
Nel. 5/B;6-g—1991

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR S5 TAHUN 13983 TENTANG
IZIN DISPENSASI ANGKUTAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT I1 SURAPAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam ranghka lebib meningkatkan pelaksana
' an pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
dan untuk menjiaga keketertibararus lalu lintas

serta mengurangi kerusakan pada Jjalan sebagai

akibat digumnakannya Jjalan tersebut oleh kendara

an bermotor yang bukan kelasnya, sesuai petunjuk

Gubernur Kepala Dasvah Tingkat I Jawa Timur

dengan Surat Edaran tangogal 30 Juli 1387 Nomor
974/16138/013/1987 . juncto Surat Edaran tanggsl

23 ktober 1990 Momor 974/35351/014/1930,  maka

Peraturan Daerabh Kotamadya Daerah Tinghkat 11

Surabaya Nomor 3 tahun 13835 tentang Dispensasi

Angkutan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan

sekarang /sehingga dipandang perlu diubah tarip

retribusi dan ketentuan lain, dengan menetaphan

perubtahan dimaksud dalam szyatu Feraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang BMamer S5 tahun 1374 tentang
: Pakaok Pokok Pemerintahan di Daerah j

2., Undang Undang Nomor 16 tahun 19530 tentang Fem
‘bentukan Daerah Kota Besar dalam linghkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncts Undang
Undang Nomor Z tabun 1965 ;

3. Undang Undang Nomor 12 Drt. tahun 13957 ten
tang Peraturan Umum Eetribusi Daerakh 3

4. Undang Undang Nomor S5 tahun 1365 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Undang Undang Nomor 13 tahun 1930 tentang
Jalan ;

6. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hu
kum Acara Pidana ;



7. Paraturan Femerintah tangoal 15 Agustus 1936
Lambaran Negara Nomor 431 sebagaimana  telah
diubah dan ditambah terakhiv dengan Peraturan
Pemer intah tanggal 1 Juli 1951 Nomor 28 Lem
baran Negara Nomor 47 3

8. Peraturan Femerintah Nomor Z7 tabun 1383 ten
tang Pelaksanaan Kitab Umdang Undang Hukum
Acara FPidana ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 199%  ten
tang Jalan ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomay B tahun
12832 tentang Hentuk Feraturam Dasrah FPerubah
an

il. Peraturan Daerah Kotamadya Paerah Tinpkat II
Surabaya Nomer S tahun 1983 tentang Izin Dis

pensasi Angkutam Kotamadya Daerah Tingkat I1
Surabaya

1Z2. Peraturan Daerah Kotamadysa Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik
Fegawai Negeri S5ipil dilingkungan FPemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Bengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dae
rah Tingkat IT Surabaya,

MEMUTUS KAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT YI SU
RABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAE
RAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 5
TAHUN 1983 TENTANG IZIN DISPENSASI ANGUTAN KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT I1 SURARAYA.

Pasal I

Feraturan Daevah Kotamadys Daesrah Tingkat II  Su
rabaya Nomor 5 tahun 1983 tentang Izin Dispen
sasi Anghkutan Kotamadya Daerah Tingkat I1 Sura
baya vang disahkan dengan Keputusan fGubernur
Kepala Daerabh Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 No
pember 1983 Nomor 337/F tahun 19383 dan  diundang
kan dalam Lembaran Daerah tdtamadya Daerah Ting
kat II Surabaya tahun 1983 Seri B pada tanggal
13 Desember 1993 Nomor 4/B, diubah sebagai
berikut 2



ﬁ-

Semua kata "Kelas Jalan” pada penamaan Judul,
batang tububh dan penjelasan Feraturan Daerah ini
divbah dan harus ditulis "Anghkutarn®.

Fasal & diubah dan harus dibaca :

E.

{1) Atas pemberian izin dispensasi sebapai
mana dimaksud dalam Fasal 2 Feraturan Dae
vah ini, yang bersangkutan dikenakan pu
nogutan retribusi dengan diberi tanda
bukti pembayaran sesuai dernnan ketentuan
yang berlaku j;

(2) Besarnya retribusi pada ayat (1) Pasal
ini ditetapkan sebagei berikut =

a. Izin dispensasi untuk satu kali Jjalan

yang bermuatan ditetapkan,  sebesar
Pp. 1.000,00 (seribu rupiah) :

b. Izin dispensasi khusus terhadap Jjalan
yang keadaaan _rusak, sebesar .........
Fp. 27%00,00 (dda ribu lima ratus ru
piah) setiap ritasi kendaraan (pulang-
pergil

(3} BRagi kendaraan bermoctor vyang dikuasai
oleh FPemerintah Daerah, Instansi Pemerin
tah lainnya serta Anghkatan Bersenjata Re
publik Indonesia vang dipergunakan untuk
kepentingamn dinas, dibebaskan dari pungut
an retribusi ;

(4) Pelaksanaan pemunputan retribusi dimaksud
pada Pasal 5 Peraturan Daerab ini, teknis
administrasi dilaksanakan dibawah koordi
nasi Dinaz Fendapatan Daerah Kobtamadya
Daerah Tingkat II Surabaya 3

(33 Bgmua pener imaan dari hasil retribusi di
maksud pade FPasal 5 ayat (23 Peraturan
Daerah ini, merupakan Fendapatan Asli Dae
rah dar harus disetor ke Kazs Daerah se
suai denpan ketentuan yang berlaku.

Batelah Fazal § ditambah Pasal (barul yaitu
Pasal 5A dan harus dibaca sebagai berikut z

Pasal paTA)
Penpawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada
Kepala Bapeltibtg untuk mengkoordinasikan
dengan Instansi terkait atau pejabat lain
yang ditunjuk.



L. Setelah BAR 111 ditambah BAR II1TA <baru) danh
Pasal OB (baruw) yang terdiri 2 {dua) ayat dan
harus dibaca @

BAB I11A
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal oR

€1) Selain oleh Fejabat Penyidik Umum, penyidik
an ataz pelanggaran sebagaimana  dimaksud
dalam FPasal € Feraturam Daerah ini dilakukan
oleb Penyidik Pegawai Megeri Sipil diling
kungan Femerintah Daerah yang pengangkatan
nya ditetapkan sesual dengan peraturan  per
vndang undangan yang bervlakuo 3

(2) Wewenang Fejabat Pegawail Negeri Sipil dimak
sud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana di
tetapkan dalam Feraturan Daerabh Kotamadya
Dasrah Tingkat I1 Surabaya nomor 13 tahun
1387 terntang Fenyidik Fegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintabh EKotamadya Daer ah
Tingkat II Surabava.

- Pasal il

Faraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tanggal
diundanghkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui
nya, memerintahkan perngundangan Feraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Hotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya.

Surabaya, 5 April 1391,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WoAILIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT 11 SURABAYA
Ketwua,

ttd ttd

SOENJODTO, BA dr. H. FOERNOMO KASIDI



- b} —_

Disahkan denpan Keputusan Gubernur Kepzla Daer ah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Agustus 1931 Nomor 437/P tahun
19391, :

A.n. GUBEFNURE KEFALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Hidang Femer intahan?

ttd
Drs. SOEDJIT
Nip., 010 0Ol6 467.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Timngkat II Surabaya Seri B tangpal & September 12931 Nomor S/R.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Fotamadya/Daerah

ttd
Drs,. WARDUJTI

Pembina Tk.I
Nip., T10 Q19 G644




Il.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT [I SURABAYA
- NOMOR 8 TAHUM 193}

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOUOTAMADYA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA NDMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG
IZIN BISFENGASI ANGEUTAN XOTOMADYA
DAERAH RIMGKAT I1 SURABAYA

PENJELASAN UMM s

Fetentuan-ketentuan dalam Fevaturan Daevabh Momor &
tahun 1982 tentang Izin Dispensasi Argkutan  KHotamadya Daerah
Tingkat II Surabayva periu cisempurnakan dan disesuaikan de-
ngan perkembangan  keadzan dewasa ind denpan memperhatikan
Surat Edaran Gubernur Kepala Laeved Timgkat I Jawa Timur tang
gal 30 Juli 1987 Nomor 974/16138/s013/1337 tentang Retribusi
Izin Dispensasi Kelas Jalan di Dagrah Tingkai II juncto Surat
Edaran Gubernur Kepala DPaerah Tingkat 1 Jawa Timur tangoal 23
Oktober 1990 Nomor 3I74/3T3T1/7014/1330 dengan menuanghkan keten
tuan—ketentuan perubaban dimaksud dalam suatu Feratur an
Daerah.

Berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan surat
tanggal 14 April 1987 Nomor 182/4217/G7 tentang Fembuatan Fer
aturan Daerah dalam hubungannya dengan usul  pengangkatan
Calon PPNS dan disahkan oleh Gubernur tepala Daerah Tinghkat 1
Jawa Timur, Feraturan Dagrah Kotamadye Daerah Tingkat II Sura
baya Nomor 13 tahun 387 tentang FPPNS sebagaimana diatur
dalam Feraturan Dagr <t terssbut dia' .5 mespunyai kepastian
dan kekuatan hukum pada Peraturan Dasrab  Kotamadya Daervah
Tingkat II Surabaya ini, perlu untuk mencantumban dan atau me
rumuskan dengan Jjelas dalam pasal-—paosalnya mengenai ketentuan
ketentuan kewenangan PFNS untuk sel akukan penyidikan atas
pelanggar an pada ketentuan Peraturan Daerah.

FENJELASAN PASAL DEII PASAL

Pasal I sampai dengan Fasal 11 & cubkap Jeldw.




